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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Saat ini banyak sekali penyebaran berita bohong atau hoax yang terjadi di 

sekitar kita, terutama banyak beredar dari sosial media kita seperti facebook, 

whatssapp, twitter dan lainya. Seiring dengan berjalannya waktu berita 

bohong (hoax) makin meresahkan masyarakat. Banyak dari pengguna sosial 

media yang tidak bijak dalam menggunakan sosial medianya, sehingga 

memperlancara penyebaran berita hoax antara lain hoax yang di sebarkan pada 

grup whatssapp keluarga, penyebaran hoax di beranda twitter dan hoax yang 

memprovokasi lainnya. 

Media sosial memberikan kemerdekaan seluas-luasnya bagi para pengguna 

untuk mengekspresikan dirinya, sikapnya, pandangan hidupnya, pendapatnya, 

atau bahkan hanya sekedar kehidupan sehari-harinya.
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 Asal kata hoax diyakini ada sejak ratusan tahun sebelumnya, yakni ‘hocux 

pocus’ frasa yang kerap disebut oleh pesulap, serupa ‘sim salabin’. Istilah 

lainnya yang mengandung makna yang sama dalam dunia jurnalistik adalah 

libel, yaitu berita bohong, tidak benar, sehingga menjurus pada kasus 

pencemaran nama baik. Dalam KBBI hoaks dikategorikan sebagai ajektiva 

dan nomina. Sebagai ajektiva kata hoaks berarti tidak benar, bohong. Dalam 
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penulisannya sebagai frasa, hoaks ini menggunakan kata yang diterangkan terlebih 

dahulu, contohnya seperti “berita hoaks” namun, hoaks juga bisa berdiri sendiri sebagai 

nomina dengan arti “berita bohong”.
2
 

 Menurut data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika menyebutkan bahwa ada 

sekitar 800.00 situs di Indonesia yang telah terindikasi sebagai penyebar berita palsu
3
. Itu 

menandakan bahwa di perkembangan internet dan sosial media di Indonesia sangat pesat 

dan banyak oknum yang memanfaatkan penyebaran berita bohong (hoax) untuk 

keuntungan pribadi dan kelompoknya dengan cara menyebarkan konten-konten negatif 

yang menimbulkan keresahan dan saling mencurigai di masyarakat. 

 Didalam Perundang-undangan di Indonesia tidak terdapat istilah hoax/hoax. Tetapi 

ada beberapa peraturan yang mengatur mengenai penyebaran berita bohong (hoax) 

berikut peraturan yang mengatur : 

Pertama, Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang 

nomor 19 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU 19/2016) 

mengatur mengenai penyebaran berita bohong di media elektronik (termasuk sosial 

media) menyatakan : 

“Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong 

dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi 

Elektronik.
4
 

Jika melanggar ketentuan Pasal 28 UU ITE maka dapat dikenakan sanksi sebagaimana 

diatur dalam Pasal 45A ayat (1) UU 19/2016, yaitu: 
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“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita 

bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam 

Transaksi Elektronik sebagaimana dimaskud dalam Pasal 28 ayat (1) 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda 

paling banyak Rp. 1 Miliar” 

Kedua, Pasal 390 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga mengatur hal 

yang serupa walaupun dengan rumusan yang sedikit berbeda yaitu digunakannya frasa 

“menyiarkan kabar bohong”. Pasal 390 KUHP berbunyi sebagai berikut : 

“Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang 

lain dengan melawan hak menurunkan atau menaikan harga barang 

dagangan, fonds atau surat berharga uang dengan menyiarkan kabar 

bohong, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan.”
5
 

Ketiga Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang 

Peraturan Hukum Pidana juga mengatur mengenai berita bohong yakni : 

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana 

berbunyi : 

“Barangsiapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, 

dengan sengaja menerbitkan keounaran dikalangan masyarakat, dihukum 

dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun” 

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana 

berbunyi : 

“Barangsiapa, menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan 

yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut 
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dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong 

dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun”
6
 

Sebagaimana diuraikan diatas penyebaran berita bohong (hoax) telah diatur oleh 

Hukum Pidana di Indonesia. 

Dalam pandangan Islam juga melarang penyebaran berita bohong (hoax) yang terdapat 

dalam Al-Qur’an surah Al-Hujurat ayat 6 : 

 
 

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang-orang fasik 

membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimapakan suatu 

musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaanya yang menyebabkan kamu 

menyesal atas perbuatanmu itu” (Q.S Al-Hujurat:6)
7
 

 Menurut data yang ada pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) sampai 

saat ini telah berhasil menangani 97 kasus hoax terkait virus corona, para pelaku tersebut 

kemudian diproses secara hukum dengan pasal yang berlaku. Para Pelaku creator atau 

pembuat berita bohong dipersangkakan Pasal 45 dan Pasal 45 A UU ITE dengan ancaman 

pidana 6 tahun penjara dan denda Rp. 1 M, Pasal 14 dan Pasal 15 UU No. 1 Tahun 1946 

dengan ancaman pidana 10 Tahun penjara dan Pasal 16 Undang-Undang No. 40 Tahun 

2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dengan ancaman hukuman 5 tahun 

penjara.
8
 

 Dalam Buku Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat (2015) karya Laurensius 

Arliman, dijelaskan bahwa penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya 
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untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman 

perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakt dan 

bernegara.
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 Inti dari kegiatan penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan untuk menjadikan 

hukum sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik itu oleh para 

subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegak hukum. 

 Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dapat dipidana menurut 

hukum pidana haruslah telah diatur lebih dahulu dalam perundang-undangan. Hal ini 

diatur dalam asas legalitas sebagaimana terdapat dalam pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-

undang Hukum Pidana yang berbunyi
10

 : “Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia 

Lege Poenali” yang berarti suatu perbuatan baru dapat dipidana bila sebelum perbuatan 

itu terjadi dan telah diatur lebih dahulu dalam rangka perundang-undangan . 

Pada putusan yang saya akan teliti dalam penelitian ini telah saya rangkum. 

Bahwa ia Achmad Yani pada hari Selasa Tanggal 30 Juni 2020 atau setidaknya pada 

waktu lain dalam tahun 2020, telah melakukan, dengan menyiarkan suatu berita atau 

mengeluarkan pemberitahuan itu adalah bohong. Achmad Yani membuat akun twitter 

@Achmadyani.ay70 dengan menggunakan handphone 6s miliknya, adapun maksud dari 

Achmad yani membuat akun twitter adalah untuk bersosialisasi dan mendapatkan 

informasi, bahwa kemudian Achmad Yani membuat postingan dalam akun twitternya 

yang bermakna bahwa Achmad Yani memberitahukan masyarakat luas yang memiliki 

simpanan pada Bank Bukopin, BTN dan Mayapada agar segera mengambil uangnya 

karena menurut informasi yang Achmad Yani dapatkan bahwa bank tersebut kalah kliring. 

kemudian Pada tanggal 1 Juli 2020 Otoritas Jasa Keuangan meminta masyarakat 
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mewaspadai beredarnya informasi hoax di sosial media yang mengajak untuk melakukan 

penarikan dana di PerBankan. OJK menyampaikan bahwa informasi yang beredar tersebut 

adalah informasi hoax atau tidak benar. 

Perbuatan Achmad Yani merupakan tindak pidana setelah di Adili oleh Pengadilan 

Jakarta Timur sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 14 ayat (1) Undang-Undang 

RI Nomor 1 tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana. 

 

 Berdasarkan beberapa teori dan kasus tersebut ditemukan hukuman yang berbeda-

beda dalam penegakan hukum pidananya yang mendorong penulis untuk membuat sebuah 

skripsi yang berjudul “PENEGAKAN HUKUM PENYEBARAN BERITA BOHONG 

(HOAX) DARI ASPEK HUKUM PIDANA INDONESIA” (Studi Kasus Putusan No. 

1000/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt.Tim). 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat 

dikemukakan beberapa masalah dalam penelitian ini : 

1. Bagaimanakah penegakan hukum tindak pidana penyebaran berita bohong (hoax) 

dari aspek hukum pidana Indonesia ? 

2. Bagaimanakah pertimbangan hakim pada Putusan No. 

1000/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt.Tim dari aspek hukum pidana di Indonesia ? 

3. Bagaimanakah pandangan Islam terhadap penegakan hukum tindak pidana 

penyebaran berita bohong (hoax) ? 

 

 

 

 



 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan yang terdapat dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Untuk menganalisis penegakan hukum penyebaran berita bohong di indonesia 

menurut aspek hukum pidana Indonesia  

b. Untuk menganalisis pertimbangan hakim pada Putusan No. 

1000/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt.Tim dari aspek hukum pidana di Indonesia 

c. Untuk menganalisis pandangan Islam terhadap penegakan hukun penyebaran berita 

bohong (hoax) 

2. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah : 

a. Manfaat Teoritis 

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah pengetahuan 

peneliti, kalangan akademisi dan masyarakat dibidang hukum menegenai penegeakan 

hukum penyebaran berita bohong (hoax) 

b. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan pengetahuan dan menjadi 

tambahan referensi bagi masyarakat dan penegak hukum dalam menyelesaikan 

masalah terkait penegakan hukum penyebaran berita bohong (hoax). 

D. Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara 

konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Peneliti menjadikan kerangka konseptual 



sebagai pedoman oprasional dalam menyusun sistematis penelitian dalam pengumpulan, 

pengolahan, analisis dan kostruksi data adalah : 

1. Penegakan Hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau 

berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam 

lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan 

bernegara. Dalam arti sempit penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya 

aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa 

aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya.
11

 

2. Hukum Pidana menurut Tri Andrisman pidana diartikan sebagai penderitaan atau 

nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang 

memenuhi syarat-syarat tertentu.
12

 

3. Penyebaran adalah proses, cara, perbuatan, menyebar atau menyebarkan.
13

 

4. Berita bohong (hoax) adalah berita yang tidak bersumber atau kebohongan yang 

dibuat dengan tujuan jahat.
14

 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah 

penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yang diteliti bahan pustaka 

atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan 

tersier.
15

 

2. Jenis Data 
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Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 

berasal dari bahan pustaka. Data sekunder penelitian ini terdiri dari : 

a. Bahan hukum primer, yaitu beberapa aturan-aturan yang terkait terdiri atas : 

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) 

2. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana 

4. Undang-Undang nomor 19 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik (UU 19/2016) 

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik (UU ITE) 

6. Putusan Pengadilan No. 1000/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt.Tim 

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahannya yang berhubungan dengan 

bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami 

bahan hukum primer, berupa buku-buku,jurnal,artikel,internet dan sumber 

lainnya. 

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari 

kamus,ensiklopedia dan internet, dll. 

3. Alat Pengumpulan Data 

Dalam penulisan ini alat pengumpulan data penulis adalah studi dokumen atau bahan 

pustaka. Studi dokumen yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan 

dalam permasalahan penelitian kemudian ditelaah secara mendalam sehingga dapat 

mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian.
16
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4. Analisis Data 

Dalam analisis data yang akan digunakan oleh penulis adalah analisis data deskriptif 

kualitatif. Prinsip pokok teknik analisa kualitatif adalah mengolah dan menganalisa data-

data yang terkumpul menjadi data yang sistematik,teratur, terstruktur dan mempunyai 

makna. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Untuk dapat memahami dari hasil penelitian ini, penelitian ini akan dibagi menjadi 5 

(lima) bab, sebagaimana akan dijabarkan tentang masalah-masalah dalam penulisan ini : 

1. BAB I Pendahuluan berisikan umum tentang pokok permasalahan, yang 

diantaranya terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penulisan, metode penelitian dan sistematika penulisan 

2. BAB II Tinjauan Pustaka yang berisikan mengenai penegakan hukum penyebaran 

berita bohong (hoax). Yang akan memuat tentang tinjauan umum, teori, 

pandangan ahli mengenai penegakan hukum tindak pidana penyebaran berita 

bohong (hoax) dari aspek hukum pidana Indonesia. 

3. BAB III Pembahasan ilmu yang merupaan hasil dari penelitian mengenai 

penegakan hukum tindak pidana penyebaran berita bohong (hoax) dan bab ini juga 

akan berisikan tentang inti dari penelitian, tinjauan pustaka, teori dan konsep-

konsep yang terkait. 

4. BAB IV Pembahasan Agama yang akan menjelaskan tentang pandangan Islam 

terkait dengan penegakan hukum tindak pidana penyebaran berita bohong (hoax). 

5. BAB V adalah Bab terakhir yang akan memberikan kesimpulan serta pokok-pook 

permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dan memberikan 



beberapa saran dan didalam bab ini juga akan berisikan penutup dari pembahasan 

atas permasalahan di dalam penulisan ini. 

 


